BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : J00: I. 131 / 225 TAWN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
900.1.13.1/891 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PAJAK DAERAH, PEMBAYARAN PAJAK SECARA
ONLINE DENGAN LEMBAGA PERBANKAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif,
efisien dan tertib administratif, serta sebagai upaya
meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada
masyarakat, perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara Online
dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak
Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/891
Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur
Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara Online dengan
Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah
Kabupaten  Sukoharjo, namun dalam  rangka
meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dalam
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan di bidang perpajakan, maka Lampiran
Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/891 Tahun 2024
tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah,
Pembayaran Pajak secara Online dengan Lembaga
Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten
Sukoharjo, perlu diubah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor
900.1.13.1/891 Tahun 2024 tentang Standar
Operasional Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak
secara Online dengan Lembaga Perbankan dan
Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;



Mengingat

Menetapkan
KESATU

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
Nomor 10);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2024
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor
900.1.13.1/891 Tahun 2024 tentang Standar Operasional
Prosedur Pajak Daerah, Pembayaran Pajak secara Online
dengan Lembaga Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah
Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II, Lampiran III,
Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran
Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/891 Tahun 2024
tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah,
Pembayaran Pajak secara Online dengan Lembaga
Perbankan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten
Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal > MARET 2-025

¢ BUPATI SUKOHARJO, f

:

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth.:

. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;




Lampiran I

Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900- |-Yo.]/2%5 TAWN 2028
Tanggal : 5 MARET 207

BUPATI SUKOHARJO

Nomor SOP  |BPKPAD-P1/001
Tanggal Rabu, 11 September 2024
Pembuatan

Tanggal Revisi |Rabu, 18 September 2024

Tanggal
Efektif

Tanggal
Pengesahan

Disahkan
Oleh

Bupati Sukoharjo

Judul SOP Pelayanan Pajak Air Tanah
dan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pendidikan Minimal D3
2. Dapat mengoperasionalkan Komputer

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 1. Komputer
2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, 2. Printer

dan Pembebasan
3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah

3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses
pelayanan Pajak Air Tanah dan Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak
dapat berjalan dengan efektif dan efisien

1. Smartgov
2. Citigov
3. SIPANDAWA




PELAKSANA BAKU MUTU
Analis
NO y KETERANGAN
KEQEARA Wajib Pajak Petugas WMMMWMH Kelengkapan | Waktu Output
Daerah
Melaporkan objek pajak d apoan
N TR . T e mnk penggunaan air |30 Surat Pemberitahuan
B e | sesul tanah/foto Menit |Pajak Daerah
Pajak Daerah |
| meteran
\_f Official Surat Pemberitahuan
. . i oo Surat Pajak Daerah yang
2 W\_o_mmnwmﬂmﬂwmb <M:.M__MNM_ mﬂMMﬁ Pemberitahuan |1 Hari |telah diverifikasi, Surat
cmbertahuan ta aen Pajak Daerah Setoran Pajak Daerah
(Self Assessment)
A Surat
: Self Assessment Pemberitahuan Surat Setoran Pajak
3 Mm_mﬂwwmumum%mﬁ m%mﬂmﬁ@mb Pajals Pajak Daerah 1 Hari |Daerah, Surat
e (i) yang telah Ketetapan Pajak Daerah
diverifikasi
s =
suraSearan | [ s Pk
Melaksanakan validasi Pajak Air Pajak Daerah, ; :
4 1 Hari |Ketetapan Pajak Daerah
Tanah Surat Ketetapan
Pajak Daerah yangteian
J ditandatangani
: y
Npguncih. Staat Betdrai. Pejslc Surat Setoran . |Surat Setoran Pajak
5 |Daerah yang memuat Kode T 1 Hari Daerah
Pembayaran 4
\ 4
6 |Selesai
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Lampiran II :

Keputusan Bupati Sukoharj
Nomor : 900-[- 151 /7-'5§ TAWN 2025

Tanggal : > MARET 20726

KABUPATEN SUKOHARID

BUPATI SUKOHARJO

Nomor SOP BPKPAD-P1/002
Tanggal Rabu, 11 September 2024
Pembuatan

Tanggal Revisi Rabu, 18 September 2024

Tanggal
Efektif

Tanggal
Pengesahan

Disahkan
Oleh

Bupati Sukoharjo

Judul SOP Pelayanan Bea Perolehan
Hak  atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pendidikan Minimal D3
2. Dapat mengoperasionalkan Komputer

Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 1. Komputer
2. Printer

2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan,
dan Pembebasan

3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah

3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses
pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) tidak dapat
berjalan dengan efektif dan efisien

1. Smartgov
2. Citigov / PPAT Online




PELAKSANA BAKU MUTU
Analis
ETE
Ha KEGRRan Notaris/PPAT Petugas Wmcmbmmb Kelengkapan Waktu Output K RANGAN
sat dan
Daerah
- Sertifikat asli
- KTP Asli
Melakukan input data H U A mdak | - Surat Pemberitahuan Pajak
1 serta mengunggah ' ' Terutang tahun berjalan 30 Menit |Data
ﬁﬂﬁﬂ%mﬂmg AH“_.. m.mu:wmmu.. “ " - Surat dan atau dokumen
" “ pendukung sesuai dengan jenis
“ : transaksi
I
Melaksanakan verifikasi S Noodo. _ m Data yang telah
2 data yang diinput dan Sesuai Tidak " ! Data 7 Hari diverifikasi, Surat
dokumen yang diunggah . i Setoran Pajak Daerah
1 1
. ‘ Data sesuai dengan
e 1
3 W mNWmM.BbNWmU peaelition o Q |||||| ! m Data 3 Hari kondisi lapangan, Surat
pang T i Setoran Pajak Daerah
A t ek | ' Surat Setoran Pajak
4 Melakhane-can peoabayara) Surat Setoran Pajak Daerah |1 Hari Daerah yang telah
BPHTB :
dibayar
Melaksanakan validasi L 4 :
Surat Setoran Pajak Surat Setoran Pajak Daerah . Rl Setven. Prjulc
5 : 1 Hari Daerah dengan Tanda
Daerah BPHTB dengan yang telah dibayar Tangan Elektronik
Tanda Tangan Elektronik &
Mengunduh Surat Setoran : Surat Setoran Pajak Daerah WMwHWMMH% Mm”ﬁ.mb
6 Pajak Daerah yang telah dengan Tanda Tangan 5 Menit J cngan
divalidasi Elektronik .
Elektronik
Y
7 Selesai ( )
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Lampiran III :

Keputusan Bupati Sukoharj
Nomor : 900. |. I%- | /2 95_ TA”"“" 2028
Tanggal : 2, MARET 20246

KABUPATEN SUKOHARJD

BUPATI SUKOHARJO

Nomor SOP |BPKPAD-P1/003

Tanggal Rabu, 11 September 2024

Pembuatan

Tanggal Rabu, 18 September 2024

Revisi

Tanggal

Efektif

Tanggal

Pengesahan

Disahkan Bupati Sukoharjo

Oleh

Judul SOP |Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pendidikan Minimal D3
2. Dapat mengoperasionalkan Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran Pajak Daerah
2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan,
dan Pembebasan

3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah

1. Komputer
2. Printer
3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses
pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak
dapat berjalan dengan efektif dan efisien

1. Smartgov
2. Citigov
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PELAKSANA BAKU MUTU
Analis Keuangan
NO KEGIATAN ; ; KETERANGAN
Wajib Pajak Petugas Pusat dan Kelengkapan Waktu Output
Daerah
Melaksanakan pengecekan A
5 |kesesuaian objek pada Peta Data, Berkas Permohonan 3 Hari Data yang sesuai
Pajak Bumi dan Bangunan
Melaksanakan proses x Mutasi Data Suvat
6 ¥ cmmmmm - Data 7 Hari Pemberitahuan Pajak
berkas pelayanan 1
! Terutang
[}
[}
Mencetak Salinan Surat h ........... L Salinan Surat .
Pemberitahuan Pajak et m.n_.bcnamr%mb vmhmw
Terutang Pajak Bumi dan Data Surat Pemberitahuan Pajak . am.nngm\ . et keteran g
7 B Perd: d 1 Hari Pajak Bumi dan
angunan Perdesaan dan Terutang Bangunan/Surat
Perkotaan/Dokumen yang Keterangan Nilai Jual Ojek
dimohon Pajak/Catatan Pembayaran
Melaksanakan penetapan = ) . Data m&@; .
5 . Data Surat Pemberitahuan Pajak i Pemberitahuan Pajak
8 |Surat Pemberitahuan Pajak 1 Hari
Terutang Terutang yang telah
Terutang :
ditetapkan
Mencetak Surat , - ;
: 5 < Data Surat Pemberitahuan Pajak . Surat Pemberitahuan
9 |Pemberitahuan Pajak i Teruta ane telah ditebapls 30 Menit Palak Terutat
Terutang hasil mutasi erutang yang te RRiRpEan 0 TS
Melakuk i
10 elalniisan pengassipan ﬂl Berkas Permohonan 1 Hari Arsip Berkas Permohonan

berkas permohonan

11

Selesai

&> BUPATI SUKOHARJO

-

ETIK SURYANI
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Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900. I-15-1 [2%5 TAWN 2025

Tanggal : L, MARET 202§

Nomor SOP |BPKPAD-P1/004

Tanggal Rabu, 11 September 2024

Pembuatan

Tanggal Rabu, 18 September 2024

Revisi

Tanggal

Efektif

Tanggal

Pengesahan

BUPATI SUKOHARJO Disahkan Bupati Sukoharjo

Oleh

Judul SOP |Pelayanan Permohonan
Keberatan, Keringanan dan
Pembebasan Pajak Daerah

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022||l. Pendidikan Minimal D3
tentang Hubungan Keuangan antara||2. Dapat mengoperasionalkan Komputer
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah 1. Komputer
2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, 2. Printer

dan Pembebasan 3. Alat tulis kantor
3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses||1. Smartgov

pelayanan Permohonan Keberatan,

Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah
tidak dapat berjalan dengan efektif dan
efisien
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PELAKSANA BAKU MUTU
NO KEGIATAN KETERANGAN
Wajib Pajak Petugas Kepala Bidang |Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
- Surat permohonan
- Foto Copy Sertifikat
Mengajukan permohonan tertuju ke @ - Foto Copy Surat
1 [BupestCq Kopals Badam B Pemberitahuan Pajak |30 Menit |Berkas Permohonan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan | Terutang
dan Aset Daerah | - Foto Copy KTP
“ - Dokumen pendukung
m E
Melakukan pemeriksaan \_/
2 |kelengkapan berkas permohonan > Berkas Permohonan 30 Menit |Data, Berkas Permohonan

beserta lampiran persyaratan

_ Sesuai

Data, Berkas
3 |Melakukan entri pelayanan Berkas Permohonan 30 Menit |Permohonan, Tanda
Terima
A
4 |Menerima tanda terima pelayanan _IL Tanda Terima 10 Menit |Tanda Terima
5 Melakukan penelitian atas berkas Seiian Periabaias 1 Bulas Berkas Permohonan yang
permohonan | sudah diteliti
Laporan Kerja, Berkas
6 |Menyusun laporan kerja WMMH@ QMMMM”%_SSE YaNB|) Bulan  |Permohonan yang sudah
diteliti
Memberi keput ¥
7 EIIDEL EERRIoL U Berkas Permohanan 2 Minggu |Surat Keputusan
permohonan
Mengirimkan surat ketetapan :
8 kepada Wajib Pajak Surat Keputusan 1 Minggu [Surat Keputusan
9 [Menerima surat ketetapan _rlx\\_ Surat Keputusan 10 Menit [Surat Keputusan
10 Mclsinhan: peagarmipen; bodoms Berkas Permohonan 1 Hari Arsip mn_.wmm}un.d._orczwn

permohonan

§

11

Selesai

Wy

ar BUPATI SUKOHARJO \

ETIK SURYAN
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Lampiran V :

Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 9¢0. |. 5.1 /23§'TAHUN Bois
Tanggal : 72, MARET 2026

Nomor SOP |BPKPAD-P1/004

KABUPATEN SUKOHARJO

Tanggal
Pembuatan

Rabu, 11 September 2024

Tanggal
Revisi

Rabu, 18 September 2024

Tanggal
Efektif

BUPATI SUKOHARJO

Tanggal
Pengesahan

Disahkan
Oleh

Bupati Sukoharjo

Judul SOP |Pengawasan Pajak Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

1. Pendidikan Minimal D3
2. Dapat mengoperasionalkan Komputer

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Keterkaitan : Peralatan /Perlengkapan :

1. SOP Pembayaran Pajak Daerah
2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan,

dan Pembebasan
3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah

1. Komputer
2. Printer
3. Alat tulis kantor

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka
pengawasan Pajak Daerah tidak dapat
berjalan dengan efektif dan efisien

1. Smartgov
2. SIPANDAWA




Pelaksana Baku Mutu
Kepala Badan .
: Kepala Bidang Petugas ; "
No Uraian Prosedur Pengelola Keuangan, Petugas Petugas Tim Pemeriksa Ket
Pendapatan dan Aset Pendapatan 1 Penagihan Penetapan Pendaftasin Pajak Eelengionpan e Gutpt
dan 2 dan Pendataan
Daerah
1 |Membuat konsep Keputusan o Dokumen Pelaksanaan 180 menit Konsep Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Anggaran (DPA) Bupati
Tim Pemeriksa Pajak Daerah
|
2 [Mengajukan konsep Keputusan Ya idak Ya idak Konsep Keputusan Bupati 60 menit Konsep Keputusan
Bupati _;|| A M Bupati
3 |Menandatangani konsep Konsep Keputusan Bupati 10 menit Keputusan Bupati
Keputusan Bupati _
4 |Menganalisa dan menyusun Keputusan Bupati dan Buku 300 menit Data obyek pajak
data obyek pajak Kendali
5 |Membuat konsep Surat Perintah Data Obyek Pajak 120 menit Konsep Surat perintah
Tugas dan Surat Pemberitahuan _ T\* _ dan Surat
kepada Wajib Pajak [ | Pemberitahuan
6 Znn._mm:.:rmn konsep Surat Ya Tidak Konsep Surat Perintah Tugas 50 menit Konsep Surat perintah
Perintah dan surat dan surat pemberitahuan dan Surat
pemberitahuan Pemberitahuan
7 |Menandatangani konsep Surat Konsep Surat Perintah Tugas 10 menit Surat perintah dan
; T P
Perintah Tugas dan Surat dan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan
Pemberitahuan kepada Wajib
Pajak
8 [Menyiapkan kelengkapan Surat Perintah Tugas 300 menit | Dokumen Dokumen terdiri dari :
dokumen pemeriksaan pajak Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan, Tanda
9 |Mengirim surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan 60 menit Tanda terima
pemeriksaan kepada wajib pajak Pemeriksaan Pajak
10 |Melaksanakan peninjauan Surat Perintah Tugas, Tanda 300 menit Berita Acara
lapangan untuk melakukan Pengenal, Blangko Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak
pemeriksaan pajak Pengawasan, Pakta Integritas,
Blanko Surat Pernyataan
Penolakan Pemeriksaan
11 |Membuat kertas kerja Dokumen Kertas Kerja
pemeriksaan Pemeriksaan
12|Menginput dan mencetak Surat Berita Acara Pemeriksaan 60 menit SKPDKB dan [/ atau
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Pajak SKPDN
Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil
EXPDN] Ya Tidak
13|Mengajukan SKPDKB dan /[ Y. Tidak \ SKPDKB dan / atau SKPDN 60 menit SKPDKB dan / atau
atau SKPDN ﬁ' SKPDN
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Pelaksana Baku Mutu
Kepala Badan .
2 Kepala Bidang Petugas : <
e ! __.Wm 3%&0”“”%&5”“% Pendapatan 1 wnvmﬂcmww vn_uMM.“mmmwn Pendaftaran o ”ﬁ“ﬂrg Kelengkapan Waktu Output
endap: = dan 2 nagihan P dan Pendataan J
Daerah
14 |Menandatangani SKPDKN dan / SKPDKB dan / atau SKPDN 20 menit SKPDKB dan / atau
atau SKPDN G SKPDN
15|Membuat konsep laporan hasil Berita Acara Pemeriksaan 120 menit Kertas Kerja
pemeriksaan pajak Pajak Pemeriksaan, Berita
Acara, Dokumen
Pendukung
Pemeriksaan
16 [Mengajukan konsep laporan

<m/wn_m k

17 [Menandatangani konsep laporan

]
18 |Mengagendakan dan
mengarsipkan dokumen E

%. BUPATI SUKOHARJO, \.

ETIK SURYANI

£




